
GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERI{UR SUMATERA UTARA
NOMOR ZL TAHUN 2O1O

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 11
TAHUN 2O1O TENTANG TAIIBAHAN PENGHASIIAil PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
TINGKUNGAN PEMERINTAH PROVIilSI SUMATERA UTARA TAHUI{ ANGGARAN
2010

Menimbang : a.

DENGAil RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERN UR SUMATERA UTARA,

bahwa berdasarkan Peraturan Gubemur Nomor 11 Tahun 2010 tentang

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010, Pegawai Negeri Sipil

yang dipekerjakan diluar instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

tidak mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil ;

bahwa untuk teftib administrasi dan peningkatan efeKivitas kinerja

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

serta dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun

2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Sumatera Tahun Anggaran 2010, perlu mengubah Peraturan Gubernur

Nomor 11 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri

Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun

Anggaran 20L0;

bahwa berdasarkan peftimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2010 tentang

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 20L0;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1103);

2. Undang



2. Undang-Undang Nomor B Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun
1999 tentang Perubahan atas undang-undang 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 -

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 20M tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 20A4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20M, tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor t25, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor L2 Tahun

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4844);

B. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor t26, Tambahan Lembaran Negara

Republik Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah

Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980

Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3L76);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a502);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar
Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a502);

13. Peraturan Pemerintah Nomor s6 Tahun 2005 tentang sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a576);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman

Penyusunan'dan Penerapan standar pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45g5);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 250, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a6Lfl;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun zooT tentang
Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun 20L0;

19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Daerah Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi
sumatera utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);

20. Peraturan Daerah Nomor B Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata
Kerja Dinas-Dinas Daerah provinsi sumatera utara (Lembaran
Daerah Provinsi sumatera utara Tahun 2009 Nomor g, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);

21. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Teknis Daerah provinsi sumatera utara (Lembaran
Daerah Provinsi sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah provinsi Sumatera Utara Nomor 9);



22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan

organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lainnya Provinsi sumatera utara
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 6

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 17);

23.Peraturan Daerah Nomor LZ Tahun 2009 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun
Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun

2009 Nomor 12);

24. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2009 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2010 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 20Ag

Nomor 33);

25.Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2010 tentang Tambahan

Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Sumatera lJtara Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN GUBERI{UR NOMOR 11 TAHUN 2O1O TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
tI NG KU NGAN PE M ERINTAH PROVI 1{SI SU MATE RA UTARA

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2010

tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, diubah sebagai berikut :

1. Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 setelah angka 8 ditambah dua

angka menjadi angka 9 dan 10, berbunyi :

9. "Pegawai Negeri Sipil dipekerjakan adalah Pegawai Negeri Sipil

yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah dan dipekerjakan di luar instansi induknya";

l0."Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan adalah Pegawai Negeri

Sipil yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang

gajinya dibebankan pada instansi yang menerima bantuan";

2. Bab III Ketentuan Pembayaran Pasal 7 setelah ayat (2) ditambah

satu ayat menjadi ayat (3) berbunyi :

'(3) Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di luar Satuan Kerja

Perangkat Daerah, diperhitungkan Tambahan Penghasilannya

berupa penambahan selisih antara besaran yang diterimanya

pada Instansi yang mempekerjakannya dengan jumlah yang

dibayarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Sumatera Utara";



Pasal II
Peraturan Gubemur ini berlaku mulai bulan Januari 2010.

Agar setlap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubemur ini dengan menempatkannya dalam Berih Daerah

Provinsi Sumatera utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggallt Ma aoto

GUBER]I UR SUMATERA UTARA,

dto,

SYAMSUL ARXFIN

Diundangkan di Medan

Pada tang gal fr"A ffi Srghls

SEKRFI,ARIS

BERTTA DAERAH PROVINSI SUMATEM LTTAM TAHUN 2O1O NOMOR 94


